QANUN
KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 43 TAHUN 2002

TENTANG
RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

BlSMILLAHlRRAHMANIRRAHlM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

Menimbang : 2. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 200]
tentang Retribusi Daerah. Retribusi Izin Mendirikan  Bangunan
merupakan jenis Retribusi Daerah yang pungutannya menjadi

kewenangan Pemerintah Kabupaten / Kota;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas untuk kelancaran
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang memerlukan
pembiayaan, perlu menetapkan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah:
¢. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu Qanun,

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

(Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3209);

o

Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3501);

3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41,

Tambahanu Lembaran Negara Nomor 3685),

4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan

Lembaran Ncgera‘Nomor 3839),

5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara
Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor }848);
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6. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Keistimewaan  Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara

Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3893);

7. Undang-undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (I embaran Negara

Tahun 1999 Nomor 176. Tambahan Lembaran Negara Nomor
3897).

8. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas
Undang-undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara

Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3963),

v
9. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atag

v/ .
Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048),

10. Undang-undang Nomor 18 Tahun 200] tentang Otonomi Khusus

Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe
Aceh Darussalam (Lembaran Negara Tahun

2001 Nomor 114,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 41 34),

Daerah (Lembaran Negara Tahup 200

Lembaran Negara Nomor 4] 39);

14, Undung...n%....
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4 Keputusan  Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik
“M_\ usunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan
- Nang-undang. Rancangan Persturan Pemerintah dan Rancangan
Neputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 nomor 70);

3 Peraturan Mentenn Dalam Negen Nomer 4 Tahun 1997 tentang
Pemindik Pegawar Negen Sipil di Lingkungan Pemenintah Daerah;

‘,,

Nerutusan Mentenn Dalam Negen Nomor Nomor 174 Tahun 1997
entang Podoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daersh:

catz Carz Pemenksaan di Bldansz Retnbusi Deerah;

I8 Keputusan Menten: Dalam Negen Nomor 119 Talun 1998 tentang
Ruang Lingkup dan Jenisqenis Rembusi Daerzh Tingkat I dan

=

Deersh T::gxa: 1I

,.
£

Neputusan Menten Dalam Negeri dan Otonomi Daersh Nomor 50

"ahun 2000 tentang Pedoman Susunan Orgamisasi dan Tata Kerja
Peranakat Daersh KabupatenKota:

-0 Keputusan Mentern Dalam Negen Nomeor 21 Tzhun 2001 tentang

Teknk Pemyusunan dan Materi Muatan Produk-produk  Hukum
Deersh;

J

=1 Reputusan Menten Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2001 tentang
Bentuk Produk-produk Hukum Daerah;

22 Keputusan Menten Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2001 tentang
Prosadur Penvusunan Produk Hukum Daerah;

23 Keputwusan Menten Dalam Negen Nomor 24 Tahun 2001 tentang
L embaran Daersh dan Berita Daerah:

24 Reputusan Menten Dalam Negen Nomor 130-67 Tahun 2002

tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota.

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BIREUEN

MEMUTUSKAN /}/

I
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan: QANUN KABUPATEN BIREUEN TENTANG RETRIBUSI IZIN
MENDIRIKAN BANGUNAN

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

I. Daerah adalah Kabupaten Bireuen;

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah
Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah:;

3. Bupati adalah Bupati Bireuen;

4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi
sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

5. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Bireuen;

6. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan
Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik
Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan,
Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang
sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan
usaha lainnya;

7. Retribusi Perizinan tertentu adalah Retribusi atas kegiatan tertentu
Pemerintah Daerah dalam rangka Pemberian Izin kepada orang pribadi
atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan,
pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang,
penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas
tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian
lingkungan;

8. lzin Mendirikan Bangunan adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah
Daerah kepada orang pribadi atau badan untuk mendirikan suatu
bangunan yang dimaksudkan agar disain, pelaksanaan pembangunan
dan bangunan sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku, sesuai
dengan Koelisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Luas Bangunan
(KLB). Koefisien Ketinggian Bangunan (KKB) yang ditetapkan dan

sesual dengan syarat-syarat  keselamatan bagi yang menempati

9. Retribusi .. /4/
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9. Retnbusi Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut Retribus:
adalah pembavaran atas pembenian izin mendiriksn bangunan oleh
Pemenntah Daersh kepada orang pribed: atau badan. termasuk merubah
bangunan;

10.Wajib Retrnibusi  adalah orang pnbadi au bedan yang menurut
peraturan perundang-undangan Rembus: Daersh drwajibkan untuk
melakukan pembavaran Retribusi:

IT.Masa Retribust adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan
batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan zin mendirikan
bangunan;

12 Bangunan adalah bangunan gedung beserta banguna +-bangunan yang
secars langsung merupakan kelengkapen dan bangunan gedung tersebut
dalam batas satu pemilikan:

13 Mendirkan  bangunan  adalah pekenjaan mengadakan bengunsn
seluruhnya atay sebagian termasuk pekerjaan menggali, menimbun sty
meratakan tanah vang berhubungan dengan pekerjasn mengadsksn
bangunan;

4. Merubah Bangunan adalah pekefjaan mengganti atau menambeh
bangunan  vang ada. termasuk  pekenjaan membongkar  yang

berhubungan dengan pekerjaan mengganti bagian bangunan tersebut

153.Garis sempadan adalah gans khaval vang ditarik pada jarsk tertentu

sejajar dengan as jalan, as sungar atau as pagar Yang merupakan batss
antara bagian kapling atau pekarangan yang boleh dan yang udak boleh
dibangun bangunan:

16 Koefisien dasar bangunan adalah bj

antara jumlah luas lantai ban

langan pokok atas perbandingan

gunan dengan luas kaplmgpehmnm

adalah bilangan pokok atas perbandingan

ah luas lantai bangunan dengan luas hpling:pelmmngan;

I3 Koefisien bangunan adalah tinggi bangunan diukyr dan permuksan
tanah sampai dengan titik teratas dan bangunan tersebut;

19 Surat Pendaliaran Objek Retribusi Daerah,
disingkat

17 Koefisten lantai bangunan

antara juml|

sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retnbusi yang terutang

menurut I’crundung-undangan Retnbusi Daerah;

20.Surat...;.~.£%..‘ :
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20 Surat Ketetapan: Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat

dismgkar SKRD, adalah suraf ketetapan yang  me nentukan Jumlah

retnbust yang terutang,

)

Surat Ketetapan Retribus Duerah Kurang  Bayar Tambahan, yang
selanjuimya dapat disingkat. SKRDKBT, adalah Surut keputusan yang

menentukan tambahan atas jumluh retribusi yang telah ditetapkan;

-~

22 Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat
disimgkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan Jjumlah
Kelebihan retribusi kareng Jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada
retribusi yang lerutang atau tidak seharusnya terutang;

23.Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat
STRD, adalah surat melakukan tagihan retribusi dan atay sanksi
administrasi berupa bunga atau denda;

24.Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan

terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan
SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi;

1o
T

3. Pemeriksaan  adalal serangkaian  kegiatan  untuk mencari,
mengumpulkan  dan mengolah data atau keterangan lainnya dalam
rangka  pengawasan kepatuhan  pemenuhan kewajiban retribus;
berdasarkan peraturan perundang-undangan retribys; Daerah;

Penyidikan tindak pidana di

o
o

Bidang Retribusi adalah serangkaian
tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Ne

selanjutnya dap

geri Sipil yang
at disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan

bukti yang dengaii bukti ity membuat terang tindak pidana di Bidang

Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya,
BAB II
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUS]
Pasal 2

Dengan nama Retribus;j [zin Mendirikan Bangunan dipungut Retribus;

sebagai pembayaran atas pemberian Izin Mendirikan Bangunan,

Pasal 3
(1) Objek Retribusi adalah Pemberian Izin Mendirikan Bangunan,

4
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(2) Tidak termasuk Objek Retribusi adalah Pemberian izin Mendirikan

Bangunan kepada Pemerintah Daerah dan Pemerintah.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Izin
Mendirikan Bangunan.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5

(1) Tingkat penggunaan jasa Izin Mendirikan Bangunan diukur dengan
rumus yang didasarkan atas faktor luas lantai bangunan, jumlah tingkat

bangunan dan rencana penggunaan bangunan.

(2) Faktor-faktor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan bobot
(koefisien).

(3) Besarnya koefisien sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan
sebagai berikut :

a. Koefisien luas Bangunan Daerah.

No. LUAS BANGUNAN — KOEFISIEN- =
1. | Bangunan dengan luas s/d 100} 7 1,007‘: -
M2 |
2. |Bangunan dengan luas s/d 250 1,50 {
M2 'i
3. |Bangunan dengan luas s/d 500 2,50 ﬁ:
M2 |
4. | Bangunan dengan luas s/d 1000 3,50 1
|
5. | Bangunan dengan luas s/d 2000 4,00 ‘.
M2
6. Bangunan dengan luas s/d 3000 4,50
M2
7. Bangunan dengan luas > 3000 5,00
M2
. /4
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b Koefisien Tingka Bangunan,

[ No TINGKAT BANGUNAN | Komsrﬁwm
. | Bangunan | Lantai T o0
2. | Bangunan 2 Lantai 1,50
3. | Bangunan 3 Lantai 2,50
4. | Bangunan 4 Lanta 3,00 T
S. | Bangunan 5 Lantai 7 40?‘_*1

¢ Koefisien Guna Bangunan,

No. iUNABANGUNAN KOEPIW
1 Bangunan Sosial o 0,50

2 Bangunan Perumahan » 1,00

) Bangunan Fasilitas Umum 1,00

4 l3;i11gunim—l’élAl‘demim 1,00

s Bangunan »Ka&h—bgguan/Kantor 1,50
6. ﬁnnguhun l.?ilhgﬁnu—n‘l’—m'dagangan dan 2,00

Jasa
7 _B;mgunuh Industri 2,00

8 T)Eh@ﬁu_n Khusus 2,50

b—*).‘Tﬁn:uHm Campuran 2,75

10, Bﬁr@unaﬁlgin-“lai;\ 3,00

(4) Tingkat Bangunan jasa dihitung sebagai perkalian koefisien-koefisien

sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a sampai dengan c.
BAB IV

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 6

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi didasarkan pada

wjuan  untuk menutup - scbagian  atau  sama dengan  biaya

penyelenggaraan pemberian izin,

(2) Biaya scbagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi biaya pengecekan
dan pengukuran lokasi, biaya pemetaan dan biaya transportasi dalam

rangka pengawasan dan pengendalian.
(3) a. Biaya ... M
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(3) a. Biaya administrasi sebesar | % dari nilai Retribusi Bagunan.
b. Biaya penelitian teknis meliputi pemeriksaan gambar arsitektur dan
perhitungan konstruksi sebesar 6 % dari nilai Retribusi Bangunan.
¢. Biaya pengendalian dan pengawasan sebesar 10 % dari nilai
Retribusi Bangunan.
d. Biaya pengukuran dan survey lapangan sebesar 1 % dari nilai

Retribusi Bangunan.,
BABY
STRUKTUR BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 7
(1) Tarif ditetapkan berdasarkan standar harga dasar bangunan.

(2) Besarnya standar harga dasar ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan
Bupati.

(3)a. Biaya administrasi sebesar 1% (satu persen) dari nilai retribusi
bangunan.

b. Biaya penelitian teknis meliputi pemeriksaan gambar arsitektur dan

perhitungan konstruksi sebesar 6% (enam persen) dari nilai retribusi

bangunan.

c. Biaya pengendalian dan pengawasan sebesar 10% (sepuluh persen)

dari nilai retribusi bangunan.
d. Biaya pengukuran dan survey lapangan sebesar 1% (satu persen)

dari nilai retribusi bangunan.

BAB VI
CARA PERHITUNGAN RETRIBUSI
Pasal 8

Besarnya Retribusi yang terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif
dasar  Retribusi scbagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (2) dengan

tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada pasal 5, dengan

BAB ... /?ﬂ
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BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9
Retnbus; ¥ang terhutang dipungut dj Wilayvah Daerah tempat lzin
Mendinkan Bangunan diberikan

BAB vIII

MASy RETRIBUSI SAAT RETRIBUSI TERHUT “NG

Pasal 10
Masa Retribus; adalsh Jangka wakw sejak diterapkannya IMB.

Pasal 11
Saar erhutangnya Retribys

adalah pada saar diterbitkannva SKRD atay
dokumen lain vang sah.

BAB IX
SURAT PENDAFT ARAN

Pasal 12
(1) Wain Rembys; wajib mengisi SPAORD.

(2)S

(3)Bentuk. s, serta 32 cara pengisian dan

Penyampaian  SP4ORD
sebaga:mana dimaksud dalam ayar (1) ditetapk

an oleh Kepala Daerah.
BAB X

PENETAPAN RETRIBUS]
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(2)Apabila berdasarkan hasi] pemeriksaan dan ditemukan data baru dan
dau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan

Penambahan  jumlah Retribusi  yang terutang, maka dikeluarkan
SKRDKBT.

(3) Bentuk, isi. dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang sah
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XI
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 14
(1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.

(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain
yang sah, dan SKRDKBT.

BAB XII
SANKSI ADMINISTRAS]
Pasal 15

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atay
kurang membayar, dikenakan sanks; administras; berupa bunga sebesar 2 ¥,

(dua persen) setiap bulan darj Retribusi yang terutang atau kurang dibayar
dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XII1
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 16

(1) Pembayaran Retribys; yang terutang harus dilunasj sekaligus.

SKRDKBT dan STRD.

(3) Tata cara pembayara;n, penyetoran, tempat pembayaran Retribusi diatur
dengan keputusan Kepala Daerah.
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BAB XIV
TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 17

(1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai
awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera

setclah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.

(2)Dalam  jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat
teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus

melunasi retribusinya yang terutang.

(3) Surat teguran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikeluarkan oleh

Pejabat yang ditunjuk.

BAB XV
KEBERATAN
Pasal 18

(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atay

Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atay dokumen lain yang sah,
SKRDKBT dan SKRDLB.

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan

disertai alasan-alasan yang jelas.

(3) Dalam hal Wajib Retribus; mengajukan keberatan atas ketetapan

retribusi, Wajib Retribus; harus dapat membuktikan ketidakbenaran
ketetapan Retribus; tersebut.

(4) Keberatan haruys diajukan dalam Jangka wakty paling lama 2 (dua )

bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang sah, SKRDKBT dan

SKRDLB diterbitkan, kecualj apabila Wajib Retribys; tertentu dapat

menunjukkan bahwa Jangka waktu ity tidak dapat dipenuhi karena

keadaan diluar kekuasaannya,

(5) Keberatan yang tidak memenuhi Persyaratan - sebagaimana yang

dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan,
sehingga tidak dipertimbangkan,

o 40

Scanned by CamScanner



13

A ) ibusi dan
(6) Pengajuan keberatan  menunda kewajiban membayar retribu

pelaksanaan penagihan retribusi.
Pasal 19

(1) Bupati dalam Jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal
surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang

diajukan.

(2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya

atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang
terutang.

(3) Apabila jangka wakty sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah lewat
dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan
tersebut dianggap dikabulkan,

BAB XVI
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 20

(1)Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat

mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.

diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribys; sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.

(3)Apabila jangka wakty sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah

tidak  memberikan keputusan,
permohonan pengembalian kelebihan retribys; dianggap dikabulkan dan
SKRDLB haruys diterbitkan dalam Jangka wakty

dilampaui  dan Kepala Daerah
paling lama 1 (satu)

(4) Apabila Wajib Retribus;i Mempunyai utang retribysj lainnya, kelebihan
pembayaran retribys; sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung
diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahuly utang retribusi tersebut.

(5) Pengembalian /%
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(5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud
Pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan
sejak diterbitkannya SKRDLB.

(6) Apabila pengembalian  kelebihan pembayaran retribusi dilakukan
setelah lewat jangka wakty 2 (dua) bulan, Kepala Dazrah memberikan
imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan

pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 21

(1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan

secara tertulis kepada Kepala Daerah dengan sekurang-kurangnya
menvebutkan -

a. nama dan Alamat Wajib Retribusi:
b. masa Retribusi:
C. besarnya kelebihan pembayaran;

d. alasan yang singkat dan jelas.

(2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribys; disampaikan

Secara langsung ataupun melalui Pos tercatat.

(3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atay bukti pengiriman Pos

tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.
Pasal 22

(1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat
Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.

(2) Apabila kelebihan pembayaran retribus; diperhitungkan dengan utang
retribusi lainnya, sebagaimana dimaksyd pada Pasal 2] ayat (4),

pembayaran  dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bykt;
pemindahbukuan Juga berlaky sebagai buktj pembayaran

0 i
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BAB XVII

PENGURANGAN KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 23

(1)Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan
retribus;.

(2) Pemberian pengurangan  atau keringanan retribusi sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib

Retribusi, antara lain, untuk mengansur.

(3) Pembebasan retribus;i sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) antara lain

diberikan kepada masyarakat yang ditimpa bencanz alam dan atau
kerusuhan

(4) Tata cara pengurangan. keringanan dan pembebasan ret-ibusi ditetapkan
oleh Bupati.

BAB XVIII
KEDALUARSA PENAGIHAN

Pasal 24

(I)Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah

melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya
retribusi.

(2) Kedaluwarsa penagihan Retribus; sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
tertangguh apabila -

a. diterbitkan Surat Teguran; atay

b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung
maupun tidak langsung
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RETENTUAN PIDANA
Pasal 28

(DWanh Reibas vang - tdak - melaksanakan  kewajibannya  sehingga
mekan kevangan daerah diancam prdana Kurungan paling lama 6
(enamY halan atan denda paling banyak 4 (empat) kalt jumlah rotribusi

Nang Ry atang
() Tindak Prdana vang dimaksud dalam avat (1) adalah Pelanggaran
BAB X\
PENYIDIKAN
Pasal 26

(1) Pejabat Pegawai Negent Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah
diben wewenang Khusus sebagai penvidik untuk melakukan penyidikan

undak mdana dibidang retribusi.

() Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat I(satu) adalah:

]

Menenma, mencan dan mengumpulkan serta meneliti keterangan
Aau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi
daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan

Jelas,

b Menelin, mencan dan mengumpulkan Keterangan mengenai orang
pnbad) amu badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan

schubungan dengan tindak pidana retribus; daerah;

Meminta keterangan dan hahan bukti dari orang pribadi atau badan

(g

schubungan dengan tindak pidana d ibidang retribusi daerah;

d Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumcn-dokumcn lain

berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;

¢ Melakukan  pengeledahan untuk  mendapatkan  bahan bukti

pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan

penyiaan terhadap barang bukti tersebut;

f. Meminta . #
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. : y ; aan tugas
Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksan ga

penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah:;

i S 1 n ruangan atau
g Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalka ga

. meriksa
lempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan me

_— - i imaksud
identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana d

pada huruf'e:

Memotret sescorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi
daerah;

I Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa

sebagai tersangka atau saksi;
J. Menghentikan penyidikan;

Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan

tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat
dipertanggung_jawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberitahukan
dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada
Penuntut Umum sesuaj dengan ketentuan yang diatur dalam undang-
undang Nomor 8 Tahun 198] tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXI

KETENTUAN PENUTUP

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Qanun inj, Sepanjang mengenai

peraturan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh dengan Keputusan

Bupati.

Pasal”i/
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Pasal 28

Pada saat mulai berlaku Qanun ini, maka semua peraturan yang

bertentangan dengan Qanun inj dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 29

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun

ini dengan penempatannya dalam Lembaran Dacrah Kabupaten Bireuen.

Disahkan di Bireuen
pada tanggal 30 November 2002 M
25 Ramadhan 1423 H

//?ﬂ BUPW N, ¥ -
DRS. MUSTAFA A. GLANGGANG

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 2 Desember 2002 M
27 Ramadhan 1423 H /

ZSEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,
~A

DRS. HASAN BASRI DJALIL
Pembina Utama Muda
Nip. 010 071 923

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2002 NOMOR 48
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PENJELASAN

ATAS

QANUN
KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 43 TAHUN 2002

TENTANG

RETRIBUS] IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

. PENJELASAN UMUM ;

IL

1.

ro

o

Bahwa dengan ditetapkan Undan

g-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang
Perubahan Atag Undang-

undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun

2001 tentang Retribusi Dy

erah, maka untuk menwujudkan Otonomi Daerah
yang luas,

nyata dan bertanggung  jawab kepada Daerah diberikan

kewenangan dan kemandirian untuk mengatur dan mengurus rumah

tangganya sen

diri termasuk dalam hal penggalian sumber Pendapatan Asli
Daerah.

Pemerintahan dan pembangunan yang b

erdaya guna dan berhasil guna serta
terlaksana

tertib pembangunan yang

pemanfaatannya, dipandang perlu men
Bangunan,

sesuai  dengan tata  ruang
etapkan Retribys;i Izin Mendirikan

PENJELASAN PASAL DEM] PASAL ;

Pasal |

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal.........%
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Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup relas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup iclas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas.

20
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Cukup Jelas

pasal | 8
Cukup jelas

pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup selas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas.
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